BAB Il
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis maka dapat disimpulkan bahwa anak penderita
kleptomania tidak dapat mengontrol perbuatannya. Orang yang tidak dapat
mengontrol perbuatannya berarti tidak memenuhi unsur kesalahan dalam
hukum pidana agar orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban

pidana, maka pemidanaan terhadap anak kleptomania adalah tidak benar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis diakhir penulisan
hukum/skripsi ini ingin memberikan saran agar hakim harus lebih berhati-hati
dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap anak-anak sebab kematangan otak
anak yang belum sempurna sehingga lebih baik menghadirkan ahli jiwa
dalam setiap persidangan anak. Hakim sebaiknya memberikan treatment atau
perawatan bukan pemidanaan dengan memasukkan pelaku anak tersebut ke

rumah sakit jiwa.
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